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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 41 TAHUN 2004 SERI D.22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2004
TENTANG

ORGANISAS| DAN TATA KERJA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON

bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 25 Tahun 2004, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nom-g 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 tentang
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan
Tahun 1948 Nomor 23 Darurat Republik Indonesia untuk Seluruh
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
Nomor 4);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang
Jarainan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 346 8);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang
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Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3682);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839);

Undang-Undand Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan KPI langan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 384 8);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Repbulik Indonesia No 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3989);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279);

Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3800);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000. Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4018);
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16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor "13 Tahun 2002
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

17. Perauran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Nogara Republik Indonesia Nomor 426 2);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 426 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Teknik  Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 25 Tahun 2004
tentang Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 40 Seri
D.21).

Dengan persetujuan

DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTU SKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISAS|I DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
d. Sekretari sDaerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;

e. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Cirebon ;

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Traosmigrasi
Kabupaten Cirebon ;



g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Cirebon

h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam
rangka mendukung kelanc aran tugas pokok Dinas

BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB |11
TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal
melaksanakan tugas kewenangan di bidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.

BAB |V
FUNGSI

Pasal 4

Untuk men.y.elenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi

a. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas ;

b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan di bidang Tenaga Kerja dan

Transmigrasi ;

Pelaksanaan kegiataan pembinaan di bidang ketenagakerjaan ;

Pelaksanaan kegiataan pembinaan di bidang transmigrasi ;

e. Pemberian perizinan dan peiayanan umum di bidang Tenaga Kerja
dan Transmgrasi ;

f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Tenaga
Kerja dan Transmigrasi ;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan
kewenangannya.

oo

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas
a. Kepala Dinas ;
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b. Bagian Tata Usaha, yang membawabhi
1) Sub Bagian Umum ;
2) Sub Bagian Program ;

c. Bidang PenempatanTenaga Kerja dan
Lembaga Latihan :
1) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
2) Seksi Lembaga Latihan dan Sertifikasi

d. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja yang
membawahi :

1) Seksi Hubungan Industrial;
2) Seksi Persyaratan Kerja

e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, yang membawahi :
1) Seksi Norma Kerja;
2) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

f. Bidang Transmigrasi, yang membawabhi
1) Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Seleksi
2) Seksi Pemindah'an Transmigrasi

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelatihan Kerja
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 6

Kedudukan; Tugas Pokok, Fungsi, Organisasi dan Kerja UPTD akan
ditetapkan lebih ianjut dengan Keputusan Bupati.
BAB ViII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf h, akan diatur lebih ianjut dengan keputusan Bupati.
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Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkanberdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keiompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB Vil
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 9

Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas merupakan
satu kosatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana tugas Pemerintah
Daerah, kegiatan oper-lsionalnya diselenggarakan oleh Baaian
Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan UPTD serta Kelompok
Jabatan Fungsional menurut biding tugasnya.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Dinas bertanggung
jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing
dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi

Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan
instansi terkait lain.

Bagian Kedua

Pelaporan
Pasal 10

Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya
secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Hal Mew akili
Pasal 11

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat
menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas
dapat rnenunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan atau
berdasarkan senioritas.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

()  Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul
Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan
kualifikasi berdasark-an ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan
kepegawaian di lingkup Dinas.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

B AB Xl
KETENTUAN LAIN
Pasal 14

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dera,an pengisian
jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XIll
KETENTUAN PENUTUP

Pasallé6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
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Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi dan Perda Nomor 76 Tahun 2001 tentang
Pembentukan UPTD Loka Latihan Kerja dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

BUPATI CIREBON,
TTD

DEDI SUPARDI
Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

e
Yy
NUNUNG SAHNURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 41
SERI D.22



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN CIREBON

LAMPI

AN : PERATURA

URAN DAERAH KARUPATEN CIREBON

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI
IERMMIDADAAN NACDALI LADIIDATERN AIDEDAA TALILIA 290
LLIVIDANAN VALNATIL NADUMNAITLIN VIRLDVIY TATIVIY LUV

NOMOR : 26 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004
KEPALA
|
BAGIAN
TATA USAHA

SUB BAGIAN SUB BAGIAN

UMUM PROGRAM

BIDANG BIDANG BIDANG
PENEMPATAN TENAGA HUBUNGAN INDUSTRIAL PEraC N BIDANG
KERJA DAN LEMBAGA DAN PERSYARATANN KETE e TRANSMIGRASI
LATIHAN KERJA
SEKSI
PENEMS;AKTSAN DAN SEKSI SEKSI PENYULUHAN,
HUBUNGAN INDUSTRIAL NORMA KERJA PENDAFTARAN DAN
PERLUASAN KERJA
SELEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

LEMBAGA LATIHAN KERJA KESELAMATAN DAN PEMINDAHAN

DAN SARTIFIKASI KESEHATAN KERJA TRANSMIGRASI

UPTD

PELATIHAN KERJA

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI



